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PUTUSAN
Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tgr

PN .
P S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 12 Februari 1987,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan
SD, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXXX, XXX
XX, XX XX, Kelurahan xxx xxxx, Kecamatan
XXXXXXXXXX,  XXXXXXRKK XXXXX XXXXXXXXXXX,
Provinsi XXxXxXxXxxxx Xxxxxx, dalam hal ini telah
menggunakan domisili elektronik dengan e-mail:
auliaaurell7@gmail.com / 082253688883,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 September 1985,
agama Islam, pekerjaan XXX  XXXXXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXxxX XxX,
XXX XX xx xX, Kelurahan xxxxx, Kecamatan
XXXXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXX XXXXXXXXXXX,

Provinsi XxXxXxxXxxx XXxxX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XxxxXxxxxxxx dengan
register perkara Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tgr tanggal 14 November 2023,
dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
secara sirih pada tahun 2015 dan menikah sah pada tanggal 22 Juni 2018
terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0304/012/V1/2018
tanggal 22 Juni 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri
selama 9 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak bernama ANAK PERTAMA (XxxXxxxxxxx, 05 Agustus
2017), NIK : 6402064508170005, Pendidikan Bersekolah, Berada dalam
asuhan Penggugat;
4, Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2017 antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengakarang terjadi
dikarenakan :
5.1.Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, hal itu Penggugat
ketahui dari handphone Tergugat;
5.2.Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada
Penggugat berupa pemukulan, ketika marah Tergugat juga sering
berkata kasar dan merusak barang;
5.3.Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan
lain, hal itu Penggugat ketahui dari handphone Tergugat berupa pesan
singkat (chat);
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6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak
bulan April tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan,
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat
telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam
pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx
XXXXXXXXX, XXX XX, XX XX, Kelurahan xxx xxxx, Kecamatan XXXXXxxxxX,
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX dan tergugat bertempat tinggal di Xxxxx xxx,
XXX XX XX XX, Kelurahan xxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6
Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana
mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan
kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi
kartena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, maka Penggugat berkseimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cg. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;
SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah
dipanggil melalui domisili elektroniknya dan Penggugat datang menghadap
sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya
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yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor:
1357/Pdt.G/2023/PA.Tgr tanggal 20 November 2023 dan Nomor
1357/Pdt.G/2023/PA.Tgr tanggal 30 November 2023 melaui surat tercatat yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi
atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan
surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX  Provinsi  XxXxxxxxxxx xxxxX, Nomor 0304/012/VI1/2018
Tanggal 22 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan

XXX XXXXX  XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 yang lalu mulai sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pemakai
narkoba, mempunyai wanita idaman lain dan sering melakukan KDRT
terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang, karena Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarganya sudah seringkali berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
Saksi 2, SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 yang lalu mulai sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat
pemakai narkoba, mempunyai pacaran lagi dengan wanita lain dan sering
melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
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- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak April 2023 hingga sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarganya sudah seringkali berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu,
Penggugat telah dipanggil secara elektronik (e-court) dan datang menghadap ke
persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jis.
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan
Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Tgr tanggal 20 November 2023 dan Nomor
11357/Pdt.G/2023/PA.Tgr tanggal 30 November 2023 melalui surat tercatat,
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sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah
berupaya menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak
bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka
upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering
mengkonsumsi narkoba, sering melakukan KDRT kepada Penggugat, berkata
kasar dan merusak barang serta Tergugat menjalin hubungan asmara dengan
perempuan lain, akibatnya sejak bulan April 2023 pisah tempat tinggal karena
Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama hingga sekarang;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata,
membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,
menikah pada tanggal menikah sirri tahun 2015 dan menikah resmi tanggal 22
Juni 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXXXXKX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, oleh karena itu Penggugat memiliki
legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309
R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak
bulan Januari 2023 karena Tergugat pemakai narkoba, mempunyai wanita
idaman lain dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, berakibat pisah
tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang karena Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama, upaya damai telah dilakukan oleh
pihak keluargannya namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah
dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Januari 2023 karena Tergugat
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sering mengkonsumsi narkoba, melakukan KDRT dan selingkuh dengan
perempuan lain, berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga
sekarang karena Tergugat pergi meningalkan tempat kediaman bersama
hingga sekarang;
4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Terugat tidak pernah lagi
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing serta tidak pernah ada
komunikasi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1)
mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh
karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat
lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan
petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan
mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini
dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2)
telah memohon kepada Majelis Hakim untuk talak satu ba'in sughra Tergugat
kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang
suami istri, in casu Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang
cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan alasan percaraian a quo adalah Penjelasan Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami
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isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di
antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan
hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga,
perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan
mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan
menghubungkanya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan
sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-
unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah, menikah sirri tahun 2015 dan menikah resmi pada tanggal 22
Juni 2018 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat, menunjukkan
unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara nyata sulit untuk dirukunkan kembali, dan akibat
perselisihan tersebut sejak bulan April 2023 atau selama 7 bulan antara
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa unsur
kedua dan ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat itu bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa adanya fakta setiap kali persidangan telah
diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali rukun
membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil,
bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan
ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat
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telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-
unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran
yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi
kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai
suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan
kewajibannya sebagai suami istri, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan
tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah
tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah
tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam
satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri
untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling
membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian
apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih
besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah figh
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yang berbunyi :

tllasll cd> e pado awlaodl <)o

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz |1l halaman
248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :
aso GlaY Lo slaYl oSy zo il walicl ol azg il disy iolall o) lalges e 1309

aisly aalls Lgallo lagin tloYl e (rolall ey laglliol pu & uinall plgo
Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti
dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara
keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka
Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b angka
(2) yang menyebutkan bahwa “perkara perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika
terbukti suamifistri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah
berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai
dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, maka berdasakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya gugatan Penggugat
sebagaimana petitum angka (1) dan (2) tersebut harus dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
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Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
XXXXXXXXxX adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan
yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak
dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-
dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan
petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz Il
halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Jldlels, (ad 3= Y pllb 3¢9 cam pld pralinall PS5 o pSI> Il 5 00

) coias

Artinya : ” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim
dan gugur haknya ” ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

NEA-Y-, 163V (anle oSlg dindly s5ex)l €low 3 0 5migl ap,lsi) o liaz] 53z olg

Artinya : “Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,
maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh
pula menetapkan hukum atasnya ” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan
hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon
kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat
sesuai  peraturan yang  berlaku, maka Majelis Hakim  akan
mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp.239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tenggarong pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh H. Samad
Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.l., M.H. dan
Surya Hidayat, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan
disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iwan
Ariyanto, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat

secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.l., M.H. H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.
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Surya Hidayat, S.H.l.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S. H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 75.000,00
- Panggilan ‘Rp 94.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah 'Rp 239.000,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
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